
Teknik dan Praktik
dalam Melaksanakan 

Putusan Pengadilan



Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan

• UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
• UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Pasal 64 ayat 1 huruf h
• Pedoman 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum
• Pedoman 7 Tahun 2022 tentang Tuntutan dan PelaksanaanPidana Denda Perkara

Tindak Pidana Umum
• Pedoman 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan,

dan Pidana Kerja Sosial.
• Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan
Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

• Perma 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian
Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

• UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan

 Pedoman 7 Tahun 2023 tentang Penanganan aset kripto sebagai barang bukti dalam
perkara pidana

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

 Surat Jampidum Kepada Seluruh Kejaksaan Tinggi di Daerah No. B
5433/E/Ejp/12/2025 tanggal 30 Desember 2025 hal Tata Cara Penanganan Perkara
pada Masa Transisi Perubahan Hukum Pidana dengan Berlakunya KUHP dan KUHAP
Baru. Khususnya angka 5.5 tahap Pelaksanaan putusan eksekusi, dalam hal putusan
telah berkekuatan hukum tetap menggunakan KUHP Lama dan Penuntut umum
melaksanakan eksekusi setelah tanggal 2 Januari 2026 maka Penuntut Umum tetap
melaksanakan kecuali dalam hal terjadi perubahan ketentuan yang menguntungkan
terpidana maka dilaksanakan merujuk pada Pasal 3 ayat (4) dan ayat (7) KUHP 2023.



Pedoman 24 Tahun 2021

Eksekusi:
a. Ketentuan tentang Eksekusi
1) Eksekusi merupakan tindakan jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 270 KUHAP
2) Putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila:
a) Terhadap putusan pengadilan negeri terdakwa menerima putusan dan tidak mengajukan upaya

hukum banding lebih dari 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan dibacakan di hadapan sidang
yang dihadiri terdakwa atau lebih dari 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa
yang tidak hadir dihadapan sidang pengadilan.

b) Terhadap putusan pengadilan tinggi pada tingkat banding, apabila dalam waktu 14 (empat belas)
hari setelah putusan pengadilan tinggi pada tingkat banding diberitahukan kepada terdakwa.

c) Terhadap putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, pada saat isi putusan kasasi diberitahukan
kepada terdakwa yang dibuktikan dengan adanya relas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung
pada tahap kasasi yang mencantumkan hari dan tanggal pemberitahuan putusan tersebut,
ditandatangani oleh terdakwa selaku penerima relas.



Pedoman 24 Tahun 2021
Waktu pelaksanaan eksekusi
1. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh jaksa segera setelah putusan pengadilan tersebut

mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu:
 Setelah penuntut umum dan terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut.
 Setelah masa tenggang waktu pikir-pikir telah lewat tanpa dipergunakan, baik oleh penuntut umum

maupun oleh terdakwa atau kedua-duanya menyatakan menerima dalam masa tenggang waktu itu
2. Sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan “Putusan dilaksanakan dengan segera menurut

ketentuan undang-undang ini” dan berdasarkan Pasal 270 KUHAP yang menyebutkan “Pelaksanaan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera
mengirimkan petikan atau salinan surat putusan padanya” maka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap harus segera dilaksanakan oleh jaksa.

3. Setelah petikan atau salinan putusan diterima oleh Kejaksaan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam
setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat
perintah pelaksanaan putusan pengadilan kepada jaksa yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi yang
dapat diambil dari jaksa yang tercantum dalam surat perintah penunjukan penuntut umum untuk
menyelesaikan perkara tindak pidana atau jaksa lain yang tidak terlibat dalam proses penuntutan perkara
tersebut.



Pedoman 24 Tahun 2021
Eksekusi Pidana Mati
Terhadap putusan pengadilan mengenai pidana mati, setelah putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kepala Kejaksaan Negeri segera menerbitkan
surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan meskipun terpidana atau ahli warisnya
mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung,
karena permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun
menghentikan pelaksanaan putusan tersebut sesuai ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP,
kecuali terhadap terpidana mati, dengan ketentuan:
a. Terpidana mati yang sedang hamil, pidana mati baru dapat dilaksanakan 40(empat

puluh) hari setelah anaknya dilahirkan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di
Lingkungan Peradilan Umum dan Militer)

b. Penuntut Umum proaktif memberitahukan hak-hak Terpidana mati untuk melakukan
Upaya Hukum PK dan Grasi.

c. Pelaksanaan ditunda jika Terpidana Mati melakukan Upaya Hukum Grasi.



Pedoman 24 Tahun 2021
Eksekusi Pidana Penjara dan Kurungan

1. Setelah Kejaksaan menerima petikan atau salinan putusan pengadilan dari panitera pengadilan
negeri yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 270 KUHAP, Kepala Kejaksaan Negeri dalam
waktu 3 (tiga) hari mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan kepada jaksa
yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi.

2. Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan surat perintah
pelaksanaan putusan pengadilan (P-48), penuntut umum membawa terpidana untuk diserahkan ke
Lembaga Pemasyarakatan dengan membuat berita acara putusan pengadilan (BA-17) dan
membuat laporan pelaksanaan.

3. Sesuai ketentuan Pasal 272 KUHAP, jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dijatuhi pidana
yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu maka pidana itu dijalankan
berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. Dalam hal ini Kepala Kejaksaan
Negeri menerbitkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan terhadap masing-masing
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berita acara pelaksanaan
putusan dibuat untuk masing-masing putusan pengadilan dan tidak boleh digabung dalam satu
berita acara, agar mudah dilakukan pengawasan yuridis terhadap pelaksanaan putusan tersebut.



Pedoman 24 Tahun 2021
Tunggakan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap
1. Kepala Kejaksaan Negeri harus secara aktif menyelesaikan tunggakan eksekusi putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan membentuk tim untuk
mencari keberadaan terpidana, dan memasukan nama para terpidana yang belum di
eksekusi tersebut dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diinfokan ke masyarakat
secara luas.

2. Kepala Kejaksaan Negeri secara berjenjang agar meminta bantuan Satgas Intelijen
Kejaksaan Agung sesuai Surat Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor R-391/D/Dps.4/03/2012
tanggal 14 Maret 2012 perihal Pemanfaatan Monitoring Center Kejaksaan Republik Indonesia
untuk Penanganan Perkara dan Daftar Pencarian Orang (DPO), untuk melakukan pelacakan
keberadaan terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

3. Kepala Kejaksaan Negeri dapat meminta bantuan kepada kepolisian dan/atau aparat
negara lainnya untuk melakukan pencarian terhadap terpidana yang masuk dalam Daftar
Pencarian Orang (DPO).



Pedoman 24 Tahun 2021
Eksekusi Pidana Bersyarat

1. Berdasarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan, jaksa memberitahukan
pelaksanaan pidana bersyarat dan syaratsyarat yang wajib dipenuhi terpidana kepada
pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan, hakim pengawas dan pengamat,
serta terpidana sesuai ketentuan Pasal 280 ayat (4) KUHAP.

2. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 1), setidak-
tidaknya mengatur:
a. jangka waktu wajib lapor; dan
b. pernyataan tidak mengulangi atau melakukan tindak pidana.

3. Dalam hal terpidana sebelumnya ditahan, jaksa segera mengeluarkan terpidana untuk
menjalani pidana bersyarat dan melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 2).

4. Pelaksanaan pidana bersyarat sebagaimana dimaksud pada angka 1), dibuatkan dalam berita
acara

5. Bilamana terpidana tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, jaksa meminta kepada
hakim untuk mengeluarkan penetapan pelaksanaan pidana pokok.



Pedoman 24 Tahun 2021
Eksekusi Pidana Denda
1. Pidana denda merupakan pidana pokok yang harus dilaksanakan oleh terpidana, baik

bersama-sama dengan pidana perampasan kemerdekaan atau tidak. Dalam hal terpidana
tidak mampu membayar pidana denda, maka sebagai pengganti dari pidana denda tersebut
terpidana harus menjalani pidana kurungan.

2. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan eksekusi pidana denda, jangka waktu
pembayaran denda dibatasi selama 1 (satu) bulan dan karena alasan tertentu dapat
diperpanjang selama 1 (satu) bulan atau selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan hukuman
penjara yang dibebankan selesai dijalani, kecuali untuk perkara acara pemeriksaan cepat
harus dilunasi seketika sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP.

3. Apabila terpidana tidak mampu membayar, terpidana harus membuat surat pernyataan
tidak mampu membayar denda dan bersedia menjalani pidana kurungan sebagaimana
dimaksud dalam putusan.

4. Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2) telah habis, jaksa meminta
terpidana menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3).

5. Apabila terpidana membayar denda, terpidana menyerahkan denda kepada jaksa dan
dibuatkan tanda terima.



Pedoman 24 Tahun 2021
Eksekusi Pidana Denda

6. Dalam hal terpidana belum membayar denda yang dibebankan kepadanya dan/atau tidak mau
membuat surat pernyataan tidak mampu membayar denda, Kepala Kejaksaan Negeri cq Kepala Seksi
Tindak Pidana Umum menginformasikan secara tertulis hal tersebut kepada lembaga pemasyarakatan
dan meminta agar hak-haknya untuk memperoleh pengurangan hukuman ditunda, sampai terpidana
membayar kewajiban denda yang dibebankan kepadanya dan melanjutkan pelaksanaan kurungan
pengganti denda apabila terpidana tetap tidak mau membayar denda sampai berakhirnya masa
penjara sesuai putusan pengadilan.
7. Pelaksanaan pidana denda dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi
dengan membuat berita acara pelaksanaan dan mengisi formulir yang ditentukan dalam pedoman ini.
8. Terpidana yang tidak mau membayar denda perkara tidak berhak memperoleh pengurangan masa
pidana karena pidana denda dan penjara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk
itu jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
menginformasikan hal tersebut kepada Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana dititipkan untuk
menjalani pidana, dengan membuat pemberitahuan secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala
Kejaksaan Negeri atau Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.



Pedoman 24 Tahun 2021

Eksekusi Biaya Perkara

1. Penagihan pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada terpidana dilakukan
oleh jaksa yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi bersamaan dengan pelaksanaan
putusan pidana pokoknya.

2. Pembayaran biaya perkara dilakukan terpidana dengan menyerahkan biaya perkara
kepada jaksa dan dibuatkan tanda terima.

3. Dalam hal terdakwa belum membayar biaya perkara, jaksa menunda penandatanganan
berita acara pelaksanaan putusan dan menyampaikan hal tersebut kepada lembaga
pemasyarakatan, agar menunda proses pemberian remisi dan potongan pemidanaan
lainnya sampai dengan biaya perkara dan/atau denda dilunasi.



Pedoman 24 Tahun 2021
Eksekusi Barang Bukti
1. Eksekusi terhadap barang bukti berdasarkan putusan pengadilan dapat berupa:
2. Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak
3. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
4. Barang bukti dirampas untuk Negara

Eksekusi putusan pengadilan yang tidak memenuhi persyaratan KUHAP
1. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya tidak mencantumkan salah

satu ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j,
huruf k dan huruf l KUHAP, tetap dapat dilaksanakan karena tidak serta merta batal demi hukum
dan/atau tidak memiliki daya eksekusi.

2. Putusan pengadilan sebagaimana tersebut angka 1) hanya dapat dianggap batal demi hukum
apabila ada keberatan dari terpidana kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan serta ada
penetapan pembatalan putusan tersebut dari pengadilan yang menjatuhkan putusan.

3. Bahwa putusan Mahkamah Agung yang amarnya tidak mencantumkan ketentuan pasal 197 ayat (1)
huruf k KUHAP merupakan putusan yang tetap sah dan harus dilaksanakan eksekusinya karena
sudah merupakan putusan terakhir dari badan peradilan tertinggi.



Ketentuan Baru UU sesuai No 20 Tahun 2025

Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka, yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemaafan Hakim, atau
putusan berupa tindakan.

(Pasal 1 angka 18 UU Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP)



Ketentuan Baru UU No 20 Tahun 2025
Pasal 247
Dalam hal putusan berupa Putusan Pemaafan Hakim, pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan
hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling
berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan
negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Pasal 351

1. Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat,
pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

2. Dalam hal pemenuhan kewajiban adat tidak terpenuhi, Terpidana wajib membayar ganti rugi.
3. Ganti rugi dalam rangka tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

dibayarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
4. Pembayaran ganti rugi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk berita acara serah terima

ditandatangani oleh Terpidana dan perwakilan adat serta disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang
saksi.



Ketentuan Baru UU No 20 tahun 2025 
Korporasi

Pasal 334
(1) Pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang memperoleh

kekuatan hukum tetap.
(2)Petikan putusan dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan putusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 335 ayat (1), (2), (3)
Dalam hal Korporasi dikenai pidana denda, pembayaran denda dilakukan dlm jangka wkt 1
(satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dlm hal terdpt alasan kuat, jangka wkt
sbgmna dimksd pd ayat (1) dpt diperpanjang paling lama I (satu) bulan. Dalam hal Terpidana
Korporasi tdk membyr denda harta benda korporasi disita oleh Jaksa atas izin Ketua PN dan
dilelang dgn bantuan Kantor Lelang Negara utk membayar denda
Pasal 336
Pelaksanaan putusan harus dihadiri oleh hakim pengawas dan jaksa yang menangani
perkara.



Ketentuan Baru UU No 20 tahun 2025 
Pelaksanaan Putusan Pidana Tambahan bagi Korporasi

Pasal 339
(1) Dalam hal Korporasi dikenai pidana tambahan berupa perampasan

barang yang diperoleh dari tindak pidana, perampasan barang
dilakukan paling lama I (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum
tetap.

(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta benda Korporasi yang
timbul dari hasil tindak pidana maka seluruh keuntungan tersebut
disita untuk negara.



Ketentuan Baru UU No 20 Tahun 2025 
Pelaksanaan Putusan Pidana Tambahan bagi Korporasi

Pasal 340
(1) Korporasi yang dikenai pidana tambahan berupa ganti rugi atau Restitusi,

tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam hal Korporasi dikenai pidana tambahan berupa ganti rugi atau
Restitusi, pembayaran ganti rugi atau Restitusi dibayarkan dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap

(3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada
ayat (21 dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Dalam hal Korporasi tidak membayar ganti rugi atau Restitusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harta benda Korporasi
disita oleh Jaksa atas bin ketua pengadilan negeri dan dilelang dengan
bantuan kantor lelang negara untuk membayar ganti rugi atau Restitusi.



Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan
KETENTUAN BARU SESUAI UU NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP

Pasal 342
(1) Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh

Penuntut Umum.
(2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada Penuntut Umum,

Penyidik, pelapor/Korban/Keluarga Korban/Advokat Korban, secara elektronik dan/atau secara
langsung.

Pasal 345
Jika Putusan Pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, Terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu)
bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus
seketika dilunasi.

Pasal 346
Terpidana dapat mengajukan permohonan angsuran pidana denda paling lama 6 (enam) bulan sejak
putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.



Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Ketentuan Baru sesuai KUHAP

Pasal 347

1. Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti rugi, pelaksanaannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda secara mutatis
mutandis.

2. Penuntut Umum wajib menyerahkan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Korban paling lama 1 (satu) Hari setelah ganti rugi diterima.



Pasal 343
Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus terhadap
Terpidana orang perseorangan dan Korporasi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

- Ketentuan Eksekusi Pidana Denda (Pasal 345 KUHAP)
- Ketentuan Eksekusi Angsuran Denda (Pasal 346 KUHAP)
- Ketentuan Eksekusi Ganti Rugi Mutatis Mutandis dengan Pelaksanaan Pidana Denda

(Pasal 347 ayat 1 KUHAP)
- Ketentuan Eksekusi Pidana Pengawasan (Pasal 349 Ayat 1 KUHAP)
- Ketentuan Pelaksanaan Putusan Pidana Kerja Sosial (Pasal 349 Ayat 2 KUHAP)
- Ketentuan Eksekusi Pencabutan Hak Tertentu terhadap Terpidana wajib dilaksanakan

oleh Lembaga terkait (Pasal 350 ayat 1 KUHAP)
- Ketentuan Ganti Rugi Adat (Pasal 351 ayat 1 s.d 4 KUHAP).
- Ketentuan Pelaksanaan Pidana Tambahan kepada Korporasi (Pasal 352 ayat 1 s.d 4

KUHAP)

KETENTUAN BARU SESUAI UU NO 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP



Pasal 354 KUHAP UU No. 20 Tahun 2025 (KETENTUAN BARU)

1. Berita acara pelaksanaan Putusan ditandatangani oleh:
a. Jaksa yang menangani perkara;
b. Kepala lembaga pemasyarakatan; dan
c. Terpidana.

2. Jaksa mengirimkan tembusan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada:
a. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
b. Penyidik;
c. Advokat selaku yang mewakili kepentingan Terpidana atau Keluarga Terpidana; dan
d. Korban tindak pidana.

3. Panitera mencatat berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat l2l dalam register pengawasan
dan pengamatan.



Ketentuan Baru dalam UU No. 20 Tahun 2025
Pasal 247
Dalam hal putusan berupa Putusan Pemaafan Hakim, pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan
hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling
berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan
negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Pasal 351

1. Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat,
pelaksanaan pemenuhan kewajiban adat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

2. Dalam hal pemenuhan kewajiban adat tidak terpenuhi, Terpidana wajib membayar ganti rugi.
3. Ganti rugi dalam rangka tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

dibayarkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
4. Pembayaran ganti rugi tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk berita acara serah terima

ditandatangani oleh Terpidana dan perwakilan adat serta disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang
saksi.



Ketentuan Baru Jenis Pidana 
Sesuai UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP

Pasal 64
Pidana Terdiri atas:
a. Pidana Pokok
b. Pidana Tambahan; dan
c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang

ditentukan dalam Undang-Undang



Ketentuan baru Pidana pokok sesuai UU No 1 tahun 2023 tentang
KUHP

Pasal 65
(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
a. Pidana Penjara
b. Pidana tutupan
c. Pidana Pengawasan
d. Pidana Denda
e. Pidana Kerja Sosial

Pasal 67
Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan
pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif



Ketentuan Baru
Pidana Pengawasan sesuai Pedoman 1 Tahun 2025 dan KUHP baru

a. Terpidana selama menjalani pidana pengawasan, dalam masa pengawasan wajib
memenuhi syarat umum berupa Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana
lagi dan syarat khusus jika sekiranya ditetapkan oleh Hakim dalam putusan.

b. Apabila Terpidana selama masa pengawasan terbukti melanggar syarat umum,
yakni melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi
tetap ataupun jika Terpidana sebelum masa pengawasan habis dijatuhi
pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana selama masa
pengawasan mulai berlaku maka Terpidana wajib menjalani pidana penjara
sebagaimana yang ditetapkan Hakim dalam putusan.

c. Selama Terpidana menjalani proses peradilan karena melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada huruf b, terhadap Terpidana tetap diwajibkan
memenuhi syarat khusus dan dilakukan pengawasan, kecuali jika dilakukan
penahanan rutan.

d. Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c, yakni selain syarat khusus
berupa mengganti seluruh atau sebagian kerugian.



e. Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tan.pa alasan yang sah, Jaksa
berdasarkan hasil pengawasan menurut penilaiannya sendiri dan/ a tau
pertimbangan pembimbing kemasyarakatan dapat mengusulkan kepada Hakim agar:
- Terpidana menjalani pidana penjara sebagaimana yang ditetapkan Hakim dalam

putusajakban; atau
- memperpanjang masa pengawasan yang lamanya tidak lebih dari pidana

pengawasan yang dijatuhkan.
f. Pelanggaran syarat khusus tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada

huruf e harus semata- mata karena Terpidana menolak atau sengaja tidak
memenuhinya bukan karena:
- ketidakmampuannya, seperti karena sakit; dan/ atau
- ada kondisi yang mendorong atau memaksa Terpidana melanggarnya, misalnya

karena menjalani ibadah, bencana alam, keadaan kahar lainnya (force majeur)
atau keadaan memaksa.

g. Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada Hakim jika selama
dalam pengawasan Terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan hasil
pengawasan Jaksa dan/atau pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.



h. Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada Hakim jika selama
dalam pengawasan Terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan hasil
pengawasan Jaksa dan/atau pertimbangan pembimbing kemasyarakatan.

i. Setelah masa pengawasan habis, pidana penjara sebagaimana dimaksud pada huruf b
dan huruf e angka 1) tidak dapat dilaksanakan lagi, kecuali jika sebelum masa
pengawasan habis, Terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa
pengawasan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi
tetap, Jaksa masih dapat melaksanakan pidana (eksekusi) terhadap Terpidana karena
melakukan tindak pidana tadi.

j. Penuntutan karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf i
merupakan proses peradilan yang dimulai dari penyidikan



Ketentuan baru
Pidana Denda dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP

 Pasal 81 :
(1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam

putusan pengadilan;
(2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.
(3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar

dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan
terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda
yang tidak dibayar.



Pidana Kerja Sosial :
Jaksa membuat BA pelaksanaan pidana kerja sosial menyampaikan BA kepada pengadilan yg memutus
tingkat pertama Penyidik, advokat selaku yang mewakili kepentingan terpidana atau keluarga terpidana;
dan korban tindak pidana.
Jaksa melakukan pengawasan dan pembimbingan dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan.
1) wajib lapor oleh terpidana; dan
2) pengawasan langsung oleh jaksa secara tatap muka atau bertemu langsung dengan terpidana.

- Dilakukan Jaksa dengan meminta Terpidana hadir di kantor Kejaksaan Negeri setempat atau tempat
lain yang ditentukan atau dengan mendatangi tempat kediaman Terpidana.

- Dilakukan dengan cara dan waktu yang wajar, baik secara berkala maupun insidental, dan dapat
menggunakan sarana elektronik.

- Dapat mengikutsertakan pembimbing kemasyarakatan, bidang intelijen, dan/ atau Masyarakat.
- Jaksa menerima laporan atau jaksa dapat meminta informasi dari/kepada pk bapas/instansi/lembaga

terkait pelaksanaan program tertentu, kelompok masy peduli kemasyarakatan, lembaga penyedia
layanan, dan/atau Masyarakat.

Ketentuan Baru Pidana Kerja Sosial sesuai
Pedoman No 1 tahun 2025 dan UU No 1 Tahun 2023 

tentang KUHP



● Jaksa menerima laporan atau jaksa dapat meminta informasi dari/kepada pk
bapas/instansi/lembaga terkait pelaksanaan program tertentu, kelompok masy peduli
kemasyarakatan, lembaga penyedia layanan, dan/atau masyarakat

● Melakukan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan, kelompok masyarakat peduli
kemasyarakatan, lembaga penyedia layanan, dan/atau masyarakat; dan mengumpulkan informasi
tentang keadaan, perilaku, dan/ atau informasi lain tentang Terpidana dari keluarga Terpidana,
pembimbing kemasyarakatan, kelompok masyarakat peduli kemasyarakatan, lembaga penyedia
layanan, bidang intelijen, dan/ atau Masyarakat

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan Jaksa:
1) untuk menilai perubahan perilaku Terpidana;
2) sebagai pertimbangan dalam mengajukan usulan kepada Hakim; dan
3) untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana

kerja sosial.



Ketentuan Baru
Pidana Tambahan dalam KUHAP

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) 
huruf a dapat berupa:
a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
d. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan

Anaknya sendiri;
e. hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya

sendiri;
f. hak menjalankan profesi tertentu; dan/atau
g. hak memperoleh pembebasan bersyarat.
(Pasal 86 KUHP UU No 1 Tahun 2023)



Ketentuan Baru
Pidana Tambahan dalam KUHAP

Pasal 350 KUHAP No. 20 Tahun 2025:

a. Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pencabutan hak tertentu terhadap
Terpidana, lembaga terkait wajib melaksanakan putusan tersebut tanpa terkecuali
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikirim panitera kepada
lembaga Dalam terkait secara elektronik dan/ atau secara langsung.



Ketentuan Baru
Pidana Mati sesuai UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pasal 99
(1) Pidana Mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
(2) Pidana Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum
(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan

cara lain yang ditentukan dalam undang-undang.
Pasal 100
(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan

memperhatikan:
a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

(3) Tenggang waktu masa percobaan 10 Thn dimuali 1 hr stlh Put Pengadilan memperoleh Kekuatan
hukum tetap

(4) Jika Terpidana selama ms percobaan sbgmn dimaksud pd ayat (1) menunjukan sikap terpuji, pidana
mati dapat diubah menjadi seumut hidup dengan Keppres setelah mendptkan pertimbangan
Mahkamah Agung

(6) Jika Terpidana selama ms percbaan sbgm dimksd pd ayt (1) tdk mennjkkan skp dan perbuatan yg
terpuji serta tdk ada hrpn utk diperbaiki, pidana mati dpt dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung



Ketentuan Baru
Pengembalian Barang Bukti dalam KUHAP

Pasal 134
Pengembalian benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dilakukan paling
lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak benda sitaan tidak lagi diperlukan untuk
kepentingan Penyidikan, penghentian Penyidikan, Penuntutan, penghentian
Penuntutan, perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum, atau
perkara ditutup demi hukum.

BAGIAN KETUJUH ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
Pasal 267
Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak dalam
waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal putusan dijatuhkan, jika
Terpidana telah memenuhi isi amar putusan.



Ketentuan Baru
Biaya Perkara sesuai UU No 20 tahun 2025 tentang KUHAP
Pasal 273
(1) Setiap Terdakwa yang diputus pidana wajib membayar biaya

perkara.
(2) Dalam hal Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala

tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara.
(3) Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan

pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan
syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara
dibebankan kepada negara.



Pasal 68 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP

Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
kewenangannya melampaui atau melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan atau kode etik dikenai sanksi administratif,
sanksi etik, atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan Baru

Sangsi Bagi Penuntut Umum Dalam KUHAP
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Terima kasih


